PEMERINTAH AKAN KEJAR ASET BLBI RP110 TRILIUN HINGGA KE LUAR
NEGERI

sumber gambar: CNN Indonesia/Safir Makki

Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengejar dana Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Total dana sebesar Rp110.454.809.645.467 atau
Rp110,45 triliun.

Dalam bincang virtual bareng DJKN bertajuk 'Dukungan Aset Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah dan Pereckonomian Nasional’, Direktur Jenderal Kekayaan
Negara (DJKN) Kemenkeu, Rionald Silaban mengatakan akan menagih utang BLBI ke
manapun sampai dapat, termasuk hingga ke luar negeri. "Intinya kita akan kejar asetnya di
manapun aset itu berada, manakala nilai pengejarannya ekonomis ya dibandingkan biaya
mengejarnya,” kata Rionald Silaban.

Rionald Silaban menjelaskan dana BLBI ini melibatkan 22 obligor dan banyak
debitur. Namun, dia belum mau memberi informasi mengenai hama-nama debitur dengan
alasan termasuk dalam informasi yang dikecualikan, sehingga tidak bisa disampaikan.
"Intinya kita saat ini sedang mempersiapkan sehingga nanti pada saatnya Satgas akan
menyampaikan kepada dewan pengarah™ tutur Rionald yang juga Ketua Satgas Penanganan
Hak Tagih Negara dan BLBI.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Keputusan
Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara
Dana BLBI. Beleid dikeluarkan pada 6 April 2021 dengan tujuan agar pengejaran aset
memiliki landasan hukum yang jelas. Dalam beleid itu, Satgas akan bertugas sampai 31
Desember 2023.
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Satgas ini melibatkan lima menteri, Kapolri, serta Jaksa Agung sebagai pengarah.
Pembentukan Satgas Dana BLBI tak berselang lama usai KPK memutuskan untuk
menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi BLBI dengan tersangka Sjamsul dan Itjih
Nursalim serta Syafruddin Arsyad Temenggung.

Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan saat ini pemerintah
sedang mengumpulkan berbagai dokumen untuk mendukung proses eksekusi penagihan
dana tersebut. "BLBI kita sampaikan di Satgas bahwa jumlahnya Rp110 triliun itu terdiri dari
obligor 22 pihak dan yang debitur yaitu orang yang pinjam ke bank 12.000 berkas. Kita akan
terus bersama-sama dengan Satgas mengidentifikasi langkah-langkah untuk bisa melakukan
pemulihan kembali atau pendapatan kembali dari BLBI tersebut,” kata Sri Mulyani dalam
konferensi pers APBN KiTa edisi April 2021.

Sri Mulyani menyebut kasus BLBI sudah terjadi sekitar 20 tahun yang lalu sehingga
perlu dilakukan penyusunan dokumentasi beserta sumber lainnya. "Kita akan terus
melakukan dan mengoleksi berbagai macam sumber dokumen yang kita dapatkan, maka kita
akan terus perbaiki dari sisi informasi dan supporting dokumen yang konsisten sehingga kita
bisa melakukan eksekusi," kata Sri Mulyani.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud MD mencatat nilai
aset dana BLBI yang dapat dikembalikan ke negara sekitar Rp110,45 triliun. Rinciannya,
tagihan berbentuk kredit Rp101 triliun, properti lebih dari Rp8 triliun, dan sisanya berupa
mata uang asing dan saham.
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Catatan:

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih

Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa
piutang negara dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti,
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dibentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagh Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia. Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia bertujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak
negara yang berasal dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia secara efektif dan
efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik
terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak
lain yang bekerja sarna dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan
terhadap penanganan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

2. Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia terdiri
atas:
a. Pengarah;

Pengarah memiliki tugas:

1) menyusun kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan
pemulihan hak tagih negara dan aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia;

2) mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan
strategis dan terobosan yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan
dan pemulihan hak tagih negara dan aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia;

3) memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan
penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia; dan

4) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan dan
pemulihan hak tagih negara dan aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

b. Pelaksana.

Pelaksana memiliki tugas:

1) melakukan inventarisasi dan pemetaan hak tagih negara dan aset properti
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia;

2) melaksanakan kebijakan strategis, langkah-langkah penanganan serta terobosan
yang diperlukan dalam rangka penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan
aset properti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia;

3) dalam hal diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang memerlukan
terobosan dalam rangka penyelesaian penanganan dan pemulihan hak tagih

Seksi Informasi Hukum — Ditama Binbangkum 2021



negara dan aset properti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, menyampaikan
rekomendasi pengambilan kebijakan baru kepada Pengarah;

4) melakukan upaya hukum dan/atau upaya lainnya yang efektif dan efisien bagi
penyelesaian, penanganan, dan pemulihan hak tagih negara dan aset properti
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia;

5) meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antarkementerian / lembaga; dan

6) melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam melaksanakan tugas, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah baik pusat
maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.
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